








Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto
usahanya secara lengkap dan benar;

pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan
dilakukan secara terpisah; dan

pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan
Pajak berupa bon penjualan atau dokumen lainnya.

Bagian Kedua
Pemeriksaan
Pasal 37

(1) Dalam rangka Pemeriksaan Pajak, Kepala BPPDRD atau Kepala Bidang

@

S

Pendataan dan Penetapan atau petugas pemeriksa yang ditunjuk berwenang

melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang

Pajak.

Untuk keperluan Pemeriksaan, pemeriksa wajib memiliki tanda pengenal

pemeriksa dan dilengkapi dengan surat tugas Pemeriksaan dan surat perintah

Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan oleh pemeriksa, Wajib Pajak harus:

a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan
waktu yang ditentukan;

b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen
yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib
Pajak, atau objek Pajak yang Terutang;

c. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang
dikelola secara elektronik;

d. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau
ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut
diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau
barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh,
kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek Pajak yang Terutang serta
meminjamkannya kepada pemeriksa;

e. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa:
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(@ Kepala BPPDRD dapat menerima atau tidak menerima surat pernyataan
penolakan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
pertimbangan:

a. peredaran usaha;
b. tingkat kepatuhan Wajib Pajak; dan/atau
c. telah dilakukan pengawasan oleh instansi lain.

(3 Terhadap surat pernyataan penolakan Wajib Pajak yang tidak diterima, maka
Kepala BPPDRD dapat melaksanakan pengawasan secara paksa.

(@ Dalam hal hasil pengawasan ditemukan adanya pelanggaran, petugas
pengawas menuangkan dalam Dberita acara dan menyerahkan kepada
pemeriksa Pajak untuk ditindaklanjuti.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 3L Agustus 2020
WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 1 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd
SAYID MN FADL

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,

YEMMIE HENDRAWAN PUTRA



